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Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan

sebagai berikut :

1. Pelaksaan Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

Tindak Pidana sudah berjalan dengan baik yaitu :

a.

Penyidik telah membuat rencana penyidikan seperti yang
diwajibkan dalam Perkap,

Penyidik telah melakukan gelar perkara diawal untuk menentukan
target waktu penyidikan,

Adanya kewajiban kepada atasan penyidik mengorganisir seluruh
sumberdaya yang ada guna menunjang penyidikan berjalan dengan

baik,

. Personil yang ditunjuk sebagai penyidik sudah mempunyai

integritas,
Telah dilakukannya Pengawasan dan pengendalian dalam
penyidikan dengan membuat SPPKP ( Sistem Pengawasan dan

Penilaian Kinerja Penyidik ),



B.

f.

Penyidik membuat terobosan dengan membuat SP2HP ( Surat
Perkembangan Hasil Penyidikan ) guna mempermudah masyarakat

memperoleh informasi tentang hasil penyidikan.

2. Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Perkap No 14 Tahun

2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah :

a.

SARAN

Faktor ekstern

Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada Kanit |
Satreskrim  POLRESTA YOGYAKARTA, AKP ARDI
HARTANA, SH., M. Hum. tidak ada faktor dari luar institusi
kepolisian yang mempengaruhi pelaksaan penyidikan menurut
Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak
Pidana.

Faktor intern

Kurangnya pengorganisasian dalam sosialisasi Perkap sehingga
tidak semua penyidik memahami betul isi Perkap No 14 Tahun
2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan juga
kurang terbukanya dana operasional penyidikan sehingga

menghambat penyidik untuk melakukan penyidikan.

Adapun Saran yang di berikan penulis adalah :

1. Dalam melakukan sosialisasi Perkap sebaiknya dilakukan lebih

terorganisir sehingga dapat mencakup seluruh anggota POLRI tidak



hanya berada dalam lingkup POLDA tetapi bisa mencakup
POLRESTA, POLRES dan POLSEK .

Harus ada keterbukaan tentang dana operasional penyidikan sesuai
dengan tingkat kesulitan penyidikan perkara sehingga penyidik dapat

bekerja lebih optimal dan melakukan tugasnya dengan baik.
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